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Kementerian PPN/

8 MISI (ASTA CITA)

. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan
hak asasi manusia (HAM).

. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru.

. Melanjutkan =~ pengembangan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi
melalui peran aktif koperasi.

N

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas.
. Melanjutkan hilirisasi dan

mengembangkan  industri

AAAAAAASY A

tambah di dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,

serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis
dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan
toleransi antarumat beragama untuk |

mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Catatan: Di dalam 8 Asta Cita terdapat 320 program kerja

r?) Bappenas _ Qﬁahi

8 MISI, 17 PROGRAM PRIORITAS,
8 PROGRAM HASIL TERCEPAT

17 PROGRAM PRIORITAS

Mencapai swasembada pangan, energi dan air.
Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
Reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pemberantasan kemiskinan.

Pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat
Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat
untuk rakyat.

Penguatan Pendidikan, sains dan teknoloagi, serta digitalisasi.

. Penguatan pertahanan dan keamanan  negara

dan pemeliharaan hubungan intemasional yang

) O Garh =

© o

kondusif.

10.Penqguatan kesetaraan  gender dan

perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang
disabilitas.

11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup.

12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke
petani,

13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas teriangkau bersanitasi
baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang
membutuhkan.

14 Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui
program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.

15.Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi berbasis sumber daya
alam (SDA), termasuk sumber daya martim uniuk membuka
lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan
ekonomi.

16.Memastikan kerukunan antar umat beragama,
beribadah, dan perawatan rumah ibadah.

17 Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan

VAAAAAAANAANAANANANNAANINAN WJ

peningkatan prestasi olahraga.

kebebasan

. Menyelenggarakan

. Mencetak dan meningkatkan produktivitas

. Mendirikan

8 PROGRAM HASIL TERCEPAT BAIK

hamil
pemeriksaan. kesehatan gratis,
menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit

lahan.
pertanian. dengan lumbung pangan desa, daerah dan
nasional

. Melapjutkan. program KIS, KIP, KS, prakerja, PKH

yang perlu renovasi

. Melaniutkan. dan mepambahkan program kartu-kartu

sosial. serta karfu usaha uniuk

kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat
negara
. Melaniutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan
Langsung Tunai. (BLT), dan menyediakan rumah murah

generasi. milenial, generasi Z, dan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)
Badan Penerimaan  Negara dan

rasioc penerimaan. negara terhadap.
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PROGRAM PEMBANG
PN Koo ‘ MBANGUNAN

BIDANG HUKUM DAN REGULASI

ASTA CITA 7
emperkuat reformasi politik, hukum, danf
! birokrasi, serta memperkuat pencegahan :Q

ASTA CITA1

Memperkokoh ideologi Pancasila, |
. demokrasi, dan hak asasi manusia |

dan pemberantasan korupsi, narkoba,

(HAM) e
judi, dan penyelundupan

Transformasi Akses terhadap

Keadilan dan Pengarusutamaan HAM Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi

Pengarusutamaan HAM termasuk: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
* Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan
menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang Transformasi Sistem Penuntutan dan
berlaku Advocaat Generaal
* Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta
memperkuat penegakan hukumnya Penguatan Kelembagaan Hukum

* Memastikan kebijakan bersifat humanis, inklusif, berspektif
gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan dan
perlindungan anak

* Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi
fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan
kelompok rentan dan marjinal lainnya
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Asta Cita

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya,
serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur.

¥ ¥ ¥$ 3§ 3§ 3 I

ISU PENGARUSUTAMAAN HAM LAINNYA PADA
RANCANGAN RPJMN 2025-2029

Substansi HAM

Pemenuhan hak atas ketersedian bahan pangan yang layak, aman,
bergizi, dan bebas dari substansi/zat yang merugikan serta
memperhatikan kebutuhan diet khusus.

® Pemenuhan hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat,
minat, kecakapan, kemampuan dan perlindungan dari
pengangguran.

® Pemenuhan hak atas kondisi kerja yang adil dan aman.

® Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib dan cuma-
cuma/ tanpa memungut biaya.

® Pemenuhan hak ketersedian atas layanan kesehatan yang
aman, terjangkau, efektif, dan berkualitas.

Pemenuhan hak untuk mengakses, mendapatkan, dan
menggunakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup.

Akses terhadap sistem jaminan sosial yang terjangkau dan efektif,
dengan memperhatikan kebutuhan kelompok khusus.

® Pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilu.

® Pemenuhan hak untuk memperoleh proses peradilan
sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Hak untuk memilih agama/keyakinan (belief) (forum

internum/passive freedom)/menjalankan ibadah agama/keyakinan
(belief) (forum eksternum).
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Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesual
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan (Pasal 28l ayat (5))

Mengganti Permenkumham 24/2017 tentang Pedoman Materi
Muatan HAM dalam Pembentukan PUU, karena tidak sesual dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

UU 12/2011 tentang Pembentukan PUU mengamanatkanf}
pengejawantahan asas kemanusiaan dalam penyusunan PUU. '

Untuk digunakan oleh Perancang PUU di Kanwil Kementerian
Hukum dan Kementerian HAM sebagal panduan dalam
mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pembentukan
PUU, dan sebagai panduan dalam menganalisis PUU dari
perspektif HAM (Pasal 3 Permenkumham 16/2024).




LANDASAN
HUKUM

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenat On Economic, Social and Cultural Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

o 0,00

Undang -Undang Nomor 12  Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenat On Civil And Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

o

Undang -Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -undangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang -Undangan

o

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia
dalam Pembentukan Peraturan Perundang -undangan



MAKSUD

sebagai acuan bagl Ilembaga negara atau pejabat

pembentuk peraturan perundang -undangan yang
berwenang agar peraturan perundang -undangan sesual

dengan materi muatan hak asasi manusia.

TUJUAN

emberikan  panduan dalam mengintegrasikan  prinsip hak asasi manusia
am pembentukan peraturan perundang -undangan ;
verikan panduan dalam  menganalisis peraturan perundang -
an yang perspektif hak asasi manusia ; dan
atkan pemahaman terkait langkah -langkah yang perlu diambil
Intah dalam melaksanakan kewajiban penghormatan, pelindungan,
enuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia .




PRINSIP HAM

HAM BERSIFATUNIVERSAL
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dalam rangka Mewujudkan Sistem Hukum Nasional

o« Negara berkewajiban memenuhi
kebutuhan  masyarakat atas PUU
yang baik.

Dalam  mewujudkan Indonesia
sebagali negara hukum, negara
Sistorn berkewayjiban melaksanakan
Hukum pembangunan hukum nasional
= Nasional yang dilakukan secara terencana,
Pembentukan .
PUU terpadu, dan berkelanjutan dalam
sistem hukum nasional YANG
® MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA
Kebutuhan dan kewajiban segenap rakyat
Hukum Indonesia BERDASARKAN PANCASILA
DAN UUD NRI TAHUN 1945




mbentukan Peraturan
erundangUndangan

Penjelasan Pasal 6 ayat(1) huruf b Undang-

Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan

sebagaimana telah  diubah  beberapa kalli,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
Yang dimaksud dengan

kemanusi aan ¢ addhavd a hsetiap materi

muatan peratura n perundang -undangan harus
mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak

asasi manusia serta harkat dan martabat  setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara

proporsional

oasas

-

/" KEADILAN  PENGAYOMAN

SN ASAS  DALAM

TUNAG - PERATURAN
L IKA PERUNDANG

-UNDANGAN

KENUSANTARAAN KEBANGSAAN

KEKELUARGAAN




KEBIJAKAN MATERI HAM DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang

Pedoman Pengarusutamaan
Hak Asasli Manusia dalam

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

MENGGANT]| Peraturan Menteri
Hukum 4gn Hak Asasi Manusia

Nomor 54 Tahun 20717 tentang
Pedoman Materi Muatan Hak Asasi

Manusia  galam  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

KARENA TIDAK SESUAlI DENGAN
PERKEMBANGAN  HUKUM DAN

KEBUTUHANMASYARAKATSAATINI




Urgensi Pengarusutamaan HAM

TANGGUNG JAWAB ‘
NEGARA TERHADAP HAM

Penghormatan Tanggungjawab dapat telaksana apabila disusun
: 3 kebijakan maupun peraturan yang

Pelindungan mengutamakan/mengindahkan prinsip dan

Pemenuhan nilai - nilai Hak Asasi Manusia

Pemegakan

Pemajuan | l

Penetapan Kebijakan dan Pengesahan PUU
yang mengesampingkan prinsip dan nilai -nilai
HAM, akan menempatkan negara sebagai

pihak yang lalai akan tanggungjawabnya -
Melanggar Hak Asasi Manusia

a

Analisa PUU berperspektif HAM

‘Penyelenggara Harmonisasi PUU

Kementerian Hukum

dan HAM mengemban
amanat besar dalam
mewujudkan kebijakan
dan  peraturan yang
berprespektif HAM
Melalui fungsinya
dalam:

y
0/

asilitasi perancangan peraturan
perundang -undangan

Pembinaan perancang
peraturan perundang -




PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG -UNDANGAN

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia adalah strategi Yyang
dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip

dan nilai hak asasi manusia dalam regulasi nasional untuk
mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan,
penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia .

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan
Peraturan  Perundang -undangan merupakan UPAYA UNTUK

MENGINTEGRASIKAN PRINSIP  DAN  NILAI HAK ASASI
MANUSIA DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN.

Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan
Peraturan Perundang -undangan DILAKSANAKAN OLEH:

a.Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang -
undangan; b.Pejabat Fungsional Analis Hukum; dan
c.pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang - undangan.




HAK SIPIL DAN POLITIK

CAKU PAN HAM

hak hidup;
bhak bebas dari penyiksaan;

perbudakan;
hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; hak

pnemperolen keadilan;

hak bebas dari

hak atas kesamaan di hadapan hukum;
bak untuk tidak dipidana/dihukum dalam hal
kejahatan tersebut belum diatur dalam hukum; hak

{ahanan atas perlakuan manusiawi;

hak atas kebebasan pribadi;
Jnak kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak

berpendapat dan menyampaikan ekspresi; hak
sntuk berkumpul;
hak berpolitik;

hak bagi kelompok minoritas;
bak berkeluarga dan melanjutkan

atas perlindungan keluarga,;

bak  bebas berpindah tempat dan
memilih tempat tinggal,

bak bebas dari penahanan atas hutang; dan hak

kebebasan bagi warga negara asing.

keturunan: hak

hak pendidikan; hak atas pekerjaan;

EVELE
hak atas tempat tinggal yang layak; hak atas
air,

hak atas tanah; hak kesehatan;

$hak atas jaminan sosial;
hak berpartisipasi dalam kebudayaan; hak

. menikmati  manfaat dan kemajuan
Jdmu pengetahuan dan teknologi; dan hak
. memperoleh manfaat
perlindungan kepentingan moral
. dan material dari hasill
produksi iimu pengetahuan,

sastra atau seni yang diciptakan,

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

hak atas standar kehidupan dan pangan yang



e Permenkumham 16/ 2024 memuat materi

asasi manusia baik dalam bidang hak sipil dan hak politik
maupun hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat
dalam Kovenan Internasional Hak -Hak Sipil dan Politik
(KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) .

Pasal-Pasal di dalam dua Kovenan yang masih bersifat
normative, dilihat penjabaran  teknisnya  sebagaimana
dimuat di dalam komentar umum (General Comment)

omentar umum  tersebut  dijadikan rujukan  karena
uat penafsiran terhadap hak-hak yang tercantum di
m KIHSP dan KIHESB, menguraikan potensi
1ggaran  terhadap hak-hak tersebut dan memberikan
endasi kepada negara pihak tentang cara terbaik
. mematubhi kewajiban berdasarkan perjanjian
t

depankan pengaturan tentang bagaimana
)an negara dalam penghormatan, perlindungan, dan
ngan HAMyang diselaraskan dengan Undang -
) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945




PEMBENTUKAN PUU YANG TERKAIT ,

HAK SIPIL DAN POLITIK

O
Dalam pembentukan PUU yang terkait

Hak Sipil dan Politik, ketentuan yang
ada di dalam lampiran Permen sifatnya
Absolut, artinya semua substansi Hak
Sipol termuat di di dalam materi harus

dikuti, dalam artikata, semua pyy
(terkal hak  Sipol)  tidak  pgleh

bertentangan dengan isi Permen.

ey

o

\

\
R

CONTOH: o \

1. Hak Hidup
PUU tidak boleh memuat tentang Pidana Mati .
penerapan hukuman mat hanya bagi nkej ahat

yang paling s er | das dengan mekanisme yang
pasti .

2. Bebas dari penyiksaan
PUU  harus melarang adanya praktek

penyiksaan fisik maupun mental.

3.Bebas dari perbudakan
e PUU menjamin tentang larangan perbudakan




PEMBENTUKAN PUU YANG TERKAIT

HAK EKONOMI,

SOSIAL DAN BUDAYA

r

e Dalam pembentukan

O

Ekonomi, Sosial dan Budaya, ketentuan yang
ada di dalam lampiran Permen pencapaian
haknya bersifat progresif (tidak secara serta
merta/absolut) . Pencapaian secara progresif
didasarkan kepada kondisi dan sumberdaya
yang tersedia di tiap -tiap wilayah .

Dalam menyusun Rancangan Perda atau
melakukan harmonisasi Perda terkait dengan
Pendidikan, harus diperhatikan muatan hak
Pendidikan yang ada di
Apakah muatan -muatan yang ada di dalam
Permen sudah termuat di dalam Rancangan
Perda? Caranya dengan melakukan
Jika ada muatan yang belum diakomodasi di
dalam Rancangan Perda, maka menjadi
catatan bagi perancang untuk
merekomendasikan  muatan -muatan hak atas
Pendidikan di dalam Permen dimuat di dalam
Rancangan Perda.

¢ Ataupun jika ada norma di dalam rancangan

Perda ternyata  bertentangan atau tidak
sesuai dengan muatan - muatan hak
Pendidikan di dalam Permen, maka menjadi
catatan untuk  tidak dimuat di dalam

Rancangan Perda

PUU yang terkait Hak

dalam Permen .

ceklist .

J/

o CONTOH :

(

Hak Pendidikan.
e Norma dalam Perda memuat

kausul
sekolah dalam jumlan yang memadai di setiap daerah,
sekolah yang layak baik dari segi bangunan,

pelindungan fisik dari unsur -unsur tertentu, fasilitas
sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki, dan
fasilitas penunjang lainnya .0 ketersediaan  jumlah
sekolah yang memadai dan sekolah yang layak, tidak
dapat disamakan antara wilayah yang memiliki sumber
daya anggaran yang memadai dengan wilayah yang
memiliki sumberdaya anggaran yang terbatas . Namun
demikian standar minimal sekolah yang memadai dan
layak setidaknya harus di capai oleh setiap daerah .
Oleh karena itu setiap Pemda tidak bisa melepaskan
tanggung jawab untuk membiarkan kondisi yang tidak
memadai dan layak . Kriteria sekolah yang memadai
dan layak tentunya mengacu kepada aturan teknis
yang dikeluarkan oleh Lembaga yang kompeten . Dalam
hal ini tentunya standar minimal sekolah yang
memadai dan layak mengacu kepada ketentuan teknis
di kementerian Pendidikan sebagaimana diatur
didalam SNPK (Standard, Norma, Prosedur dan Kriteria)

ANtersedi anya

.




CONTOH MUATAN HAK PENDIDIKAN
DALAM RANCANGAN PERDA

sekolah dalam jumlah yang memadai di setiap daerah, sekolah yang layak baik dari
segi bangunan, pelindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang
baik bagi perempuan dan laki-laki, dan fasilitas penunjang lainnya;

tenaga pendidik/pengajar yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi guru, termasuk
penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang layak dan memadai;
kurikulum/bahan ajar yang memenuhi standar;

layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang
mengalami bencana alam, dan anak-anak berkebutuhan khusus/difabel;

dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20% (dua puluh
persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah;

biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa yang orang tuanya
tidak mampu;

pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu, layanan pendidikan dasar
atau pendidikan khusus bagi anak-anak di daerah terpencil, termasuk di daerah
yang mengalami bencana alam, termasuk juga pendidikan jarak jauh;

layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk bagi
orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial




